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SEKRETARIAT JENDERAL & BADAN KEAHLIAN DPR RI 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
 

RESUME 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-XVII/2019 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG 

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
23 OKTOBER 2019 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, pukul 12.09 WIB Mahkamah 
Konstitusi telah memutus Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya 
disebut UU 14/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
45/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 45/PUU-
XVII/2019 perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 14/2008 dalam perkara Nomor 45/PUU-
XVII/2019 diajukan oleh Supriyono (selanjutnya disebut Pemohon).  

 

C. PASAL / AYAT UU 14/2008 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian kata “setelah 
dalam Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 
yang berketentuan sebagai berikut:  

 

Pasal 38 ayat (1): 

“…Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi 
Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa 
informasi publik…” 
 

Pasal 38 ayat (2): 
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“…Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja…” 
 

D. BATU UJI 

Bahwa kata “setelah” Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” Pasal 38 ayat (2) UU 
14/2008 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 
28F UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) dan kata 
“dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara 
saksama permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 
MK menyatakan bahwa “permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi 
dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal 
yang diminta untuk diputus”. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 5 
ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang 
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang 
menyatakan:  

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh 
Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat: 

a. Identitas Pemohon, meliputi:  
- Nama 
- Tempat tanggal lahir/ umur  
- Agama 
- Pekerjaan 
- Kewarganegaraan  
- Alamat Lengkap 
- Nomor telepon/faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada)  

 
b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: 

- kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;  
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian 

yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan 
berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji; 

- alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, 
diuraikan secara jelas dan rinci.  
 

c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan 
pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu:  

- mengabulkan permohonan Pemohon; 
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- menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945; 

- menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan 
pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu:  

- mengabulkan permohonan Pemohon;  
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945; 
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
 

e. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya;  

Berdasarkan ketentuan di atas, setelah dihubungkan dengan permohonan a 
quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon hanya 
terdiri dari bagian Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan 
Hukum, dan Petitum, tidak ada bagian Posita (alasan-alasan permohonan) 
yang merupakan bagian penting dari permohonan Pemohon karena harus 
memuat uraian yang membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian. 

Bahwa selain itu, dalam permohonannya, Pemohon juga tidak 
menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara 
kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam 
Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 
1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, dalam persidangan 
pendahuluan pada tanggal 12 September 2019 Mahkamah telah memberi 
nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan 
menjabarkan secara rinci dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan 
dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Tidak 
hanya itu, Mahkamah juga memberikan nasihat agar Pemohon mengikuti 
sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 
beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang 
terdiri atas bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan 
Permohonan (Posita) dan Petitum, sehingga permohonan Pemohon menjadi 
lebih mudah dipahami. Pemohon juga diminta untuk melihat laman 
Mahkamah dan mencari Peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga contoh 
permohonan Pemohon yang bisa dijadikan acuan untuk menyusun 
sistematika permohonannya [vide Risalah Sidang tanggal 12 September 
2019]; 

Bahwa meskipun dalam persidangan pendahuluan Mahkamah telah 
memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, 
namun dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada 
tanggal 26 September 2019, permohonan Pemohon ternyata tetap tidak 
sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan 
Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan 
pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma 
UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.  
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Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah 
Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan yang menjadi dasar bahwa kata 
“setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 
38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian 
Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang a quo 
menjadi kabur (obscuur). 

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a 
quo, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai 
alasan yang menjadi dasar bahwa kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 
14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan 
dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sehingga permohonan 
menjadi kabur (obscuur). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut. 

 
F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
 

G.  PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan 
Pemohon tidak dapat diterima dalam ketentuan kata “setelah” dalam Pasal 38 
ayat (1) dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 mengandung arti 
bahwa ketentuan pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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